
 

 

 

 

 

WALIKOTA KEDIRI 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN  WALIKOTA KEDIRI 

NOMOR  56  TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2021 

TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN   

UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN  

TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA KEDIRI, 

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan 

belanja tidak terduga, perlu didukung adanya kekhususan 

dalam tambahan uang persediaan;  

 b. bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektifitas dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah lingkup 

belanja tidak terduga, maka kekhususan pencairan dana 

melalui Tambahan Uang Persediaan perlu diatur dalam 

peraturan walikota; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri 

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pencairan dan 

Pertanggungjawaban Uang Persediaan, Ganti Uang 

Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam 

Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah 

 

SALINAN 



 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6485); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 



 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional; 

11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Mekanisme Pencairan dan Pertanggungjawaban Uang 

Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang 

Persediaan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 2); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2021 

TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG 

PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN. 

 

Pasal I 

Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Mekanisme Pencairan dan Pertanggungjawaban Uang 

Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (Berita 

Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 2)  disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni 

ayat (2a) sehingga berbunyi berikut: 

 

BAB II 

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN 

Pasal 3 

(1)  Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak 

menggunakan mekanisme Langsung (LS) yang diusulkan oleh SKPD . 



 

(2) UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran 

dengan jumlah pertransaksi paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah).  

(2a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk 

pengelolaan Belanja Tidak Terduga.  

(3) Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari, Bendahara diizinkan 

mempunyai persediaan uang tunai dalam brankas sebagai kas kecil 

paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selebihnya harus 

disimpan pada rekening giro bendahara pada bank yang telah ditetapkan. 

(4) Ketentuan mengenai besaran UP untuk masing-masing Perangkat Daerah 

ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri. 

 
 

 

Ditetapkan  di  Kediri 

pada tanggal 1 Juli 2021      

  WALIKOTA  KEDIRI, 

      ttd. 
 

ABDULLAH ABU BAKAR 

 

 

Diundangkan di Kediri 

pada tanggal 1 Juli 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, 

      ttd. 
 
 BAGUS ALIT  

 

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 57 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 
MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH. 

Penata Tingkat I 
NIP. 19760810 200604 1 022 

 


